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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS/2025/PN BBU)

DWI PUTRI SETYOWATI

Peredaran gelap narkotika golongan I merupakan salah satu bentuk tindak pidana
yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta
kesehatan publik. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah memberikan ancaman pidana yang berat, praktik penegakan hukum
di tingkat pengadilan masih menunjukkan variasi dalam penerapan
pertanggungjawaban pidana maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika golongan 1 berdasarkan
putusan nomor 5/Pid.sus/2025/PN BBU? (2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh
hakim dalam putusan nomor 5/Pid.sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkotika
golongan 1?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Edison Alsa Bin Rusdan Ali telah
diterapkan secara tepat, karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti
menerima dan menjual narkotika jenis sabu dengan berat bersih £10 gram, sehingga
memenuhi unsur “narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram”. Selain
itu, terdakwa dinilai memiliki kesengajaan (dolus) serta kemampuan bertanggung
jawab, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat
menghapuskan kesalahan. Berdasarkan pembuktian yang didukung keterangan
saksi, surat hasil pengujian BBPOM, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim
menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1.000.000.000 subsidair
6 bulan kurungan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut didasarkan
pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP terkait alat bukti yang sah, serta
pertimbangan yuridis dan non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan
meringankan. Hal memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang tidak
mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika serta status
terdakwa sebagai residivis, sedangkan hal meringankan hanya berupa penyesalan
terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan penerapan asas
kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak
pidana narkotika.

Kata Kkunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedar, Narkotika Golongan I,
Putusan Pengadilan, Pasal 114 Ayat (2).
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ABSTRACT
CRIMINAL LIABILITY OF CLASS I NARCOTICS DISTRIBUTORS (STUDY
OF DECISION NUMBER 5/PID.SUS/2025/PN BBU)

DWI PUTRI SETYOWATI

The illicit trafficking of Class I narcotics is a form of criminal offense that has
serious impacts on security, public order, and public health. Although Law Number
35 of 2009 concerning Narcotics provides severe criminal sanctions, law
enforcement practices at the court level still show variations in the application of
criminal liability as well as in judges’ considerations when rendering verdicts. The
issues examined in this study are: (1) How is criminal liability imposed on Class |
narcotics distributors based on Decision Number 5/Pid.Sus/2025/PN BBU? (2)
What legal considerations were used by the judge in Decision Number
5/Pid.Sus/2025/PN BBU regarding Class I narcotics distributors? The research
method employed is normative legal research using a normative juridical
approach, conducted through library research on primary, secondary, and tertiary
legal materials. The results show that the criminal liability imposed on the
defendant, Edison Alsa Bin Rusdan Ali, was applied appropriately, as all elements
of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 were legally and
convincingly fulfilled. The defendant was proven to have received and sold
methamphetamine (shabu) with a net weight of approximately 10 grams, thus
Sfulfilling the element of “Class I narcotics not in plant form exceeding 5 grams.”
In addition, the defendant was found to have acted intentionally (dolus) and
possessed the capacity to be held criminally responsible, and no justification or
excuse was found that could eliminate his guilt. Based on evidence supported by
witness testimonies, laboratory test results from BBPOM, and the defendant’s
confession, the Panel of Judges sentenced the defendant to 11 years of
imprisonment and a fine of Rp1,000,000,000, with a subsidiary punishment of 6
months of confinement. The judge’s legal considerations in the decision were based
on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP)
regarding valid evidence, as well as juridical and non-juridical considerations in
the form of aggravating and mitigating circumstances. The aggravating factors
included the defendant’s actions which did not support the government’s program
to eradicate narcotics and the defendant’s status as a recidivist, while the only
mitigating factor was the defendant’s remorse. Thus, the judge’s decision reflects
the application of the principles of legal certainty, justice, and expediency in
enforcing narcotics crime laws..

Keywords: Criminal Liability, Distributor, Class I Narcotics, Court Decision,
Article 114 Paragraph (2).
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara filosofis, sistem hukum pidana Indonesia harus didasarkan pada
nilai-nilai dasar Pancasila, dengan penekanan khusus pada prinsip pertama
Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan prinsip kedua Kemanusiaan
yang adil dan beradab . Penyalahgunaan narkotika oleh pekerja swasta merusak
moral dan akal budi individu, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-
nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, penegakan hukum wajib dilaksanakan
sebagai upaya untuk melindungi nilai-nilai moral dan spiritual individu. Lebih
lanjut, Sila Kedua menuntut agar pertanggungjawaban pidana dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti
bahwa pekerja swasta, meskipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana, harus
dilihat pula sebagai korban penyalahgunaan yang kehilangan kendali diri dan
harkatnya. Landasan ini menolak pemidanaan yang semata-mata bersifat
pembalasan, melainkan menuntut adanya keseimbangan antara penjatuhan
sanksi sebagai ganjaran (retributive justice) dan upaya pemulihan martabat
melalui rehabilitasi (restorative justice), demi mengembalikan pelaku menjadi
manusia yang produktif dan bermoral.!

Landasan filosofis yang termaktub dalam UUD 1945, khususnya Pasal
28A hingga 28J Dalam hal hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang
berhak untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, tidak
boleh disiksa, dan berhak mendapatkan keadilan. Ketika seorang pekerja
swasta terjerat penyalahgunaan narkotika, terjadi pelanggaran terhadap haknya
sendiri untuk hidup sehat. Hukum pidana, melalui pertanggungjawaban, harus
memastikan bahwa proses peradilan terhadap pelaku (seperti dalam Putusan
Nomor 5/PID.SUS/2025/PN BBU) menjamin kepastian hukum dan tidak
melanggar hak-hak dasar terdakwa, terutama hak untuk mendapatkan
pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan amanat Pasal 54 UU Narkotika.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang
pemberian hukuman, melainkan juga tentang pemenuhan kewajiban
konstitusional negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk mereka
yang tersesat dalam jerat narkotika.?

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman besar bagi bangsa
Indonesia. Distribusi dan penggunaan zat-zat terlarang ini tidak hanya terjadi

! Pratama, R. D. Tinjauan Hukum Pemidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka
Restorative Justice (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
.hlm.23, https://repository.unissu la.ac.id/id/eprint/35524

2 Junaidi, Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan
Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.40



di masyarakat umum, tetapi juga telah menyebar ke lapisan sosial lainnya telah
merambah ke lingkungan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Narkotika yang semula digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu
pengetahuan, kini disalahgunakan untuk kepuasan pribadi, hiburan, atau alasan
tekanan pekerjaan. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial
yang kompleks karena melibatkan aspek moral, kesehatan, dan profesionalitas
seorang pekerja. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menangani dan
memberantas kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika berupaya menekan
laju penyalahgunaan narkotika yaitu dengan mengeluarkan sanksi atau
hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik pengguna, pengedar, serta pihak-
pihak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika.?

Peredaran gelap narkotika golongan I merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang paling mengancam stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan
keamanan nasional. Kejahatan ini terus menunjukkan peningkatan yang
signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah pelaku, jaringan distribusi,
maupun variasi jenis narkotika yang beredar. Narkotika golongan I seperti sabu,
heroin, dan kokain memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi
sehingga keberadaannya menjadi perhatian utama aparat penegak hukum.
Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ancaman
hukuman sangat berat, termasuk pidana mati dan seumur hidup, namun fakta
di lapangan menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap tetap marak. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban
pidana terhadap pengedar sebenarnya diterapkan oleh pengadilan, khususnya
pada tingkat peradilan pertama.*

Kesenjangan antara regulasi yang keras dan implementasi
pertanggungjawaban pidana di peradilan. Undang-Undang Narkotika
mengatur unsur-unsur delik dan klasifikasi perbuatan secara tegas, namun
praktik peradilan sering menunjukkan variasi dalam penjatuhan pidana akibat
perbedaan pembuktian, peran terdakwa dalam jaringan, jumlah barang bukti,
maupun pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan hakim. Banyak
penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek normatif Undang-Undang
Narkotika atau analisis kuantitatif terhadap tren pidana, tetapi belum banyak
yang menggali secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan unsur pasal,
menilai  peran terdakwa  sebagai  pengedar, serta menerapkan

3 Prima, et al. Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

(Bandung: Literasi Nusantara, 2023).hlm.12

4 Gazali Ahmad, “Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap
Narkotika di Indonesia,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 4 (2024): 2338-54,
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488.



pertanggungjawaban pidana dalam konteks kasus konkret melalui analisis
putusan.

Pada analisis putusan spesifik, terutama dari pengadilan negeri di
daerah, seperti Pengadilan Negeri BBU. Padahal, putusan di tingkat pengadilan
negeri adalah fondasi utama yang menggambarkan bagaimana hukum
diterapkan secara nyata dan memberikan gambaran autentik mengenai
pertimbangan yuridis hakim. Banyak studi lebih berfokus pada putusan
Mahkamah  Agung atau putusan  kasasi, sehingga  dinamika
pertanggungjawaban pidana di tingkat trial court luput dari perhatian akademik.
Dengan demikian, analisis mendalam terhadap Putusan Nomor
5/Pid.Sus/2025/PN BBU menjadi penting untuk melihat bagaimana penerapan
hukum berlangsung pada tataran praktis. >

Sebagian besar penelitian tentang narkotika hanya menitikberatkan
pada penyalahguna atau pecandu, bukan pada pengedar yang justru merupakan
aktor utama dalam rantai peredaran gelap. Padahal, pengedar memiliki tingkat
kesalahan yang lebih tinggi dan ancaman pidana yang lebih berat sehingga
perlu diteliti secara khusus bagaimana pertanggungjawaban pidana dikenakan
kepada mereka. Peran sebagai pengedar sering kali memiliki kompleksitas
tersendiri: apakah terdakwa bertindak sebagai kurir, perantara, atau bagian dari
jaringan besar. Kompleksitas inilah yang sering memengaruhi keputusan
hakim dalam menetapkan hukuman. Namun, penelitian yang membedah unsur
peran, intensi, dan pertanggungjawaban pidana pengedar masih sangat terbatas.

Oleh sebab itu penelitian ini dilandasi oleh semangat Prinsip keadilan
dan peradaban manusia yang disebutkan dalam prinsip kedua Pancasila
perlindungan hak asasi yang dijamin UUD 1945. Dalam bingkai hukum, hal
ini memunculkan dilema pertanggungjawaban pidana apakah pekerja yang
menyalahgunakan narkotika harus dipandang sebagai kriminal yang pantas
dihukum penjara, atau sebagai korban/pecandu yang wajib direhabilitasi.
Dilema ini diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127, mengatur tentang hukuman bagi
pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan narkotika .°

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia didasarkan
pada adanya kesalahan (schuld) yang melekat pada pelaku. Artinya, seseorang
hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan bertentangan dengan
hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dapat berupa tindakan dengan
sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa).Pertanggungjawaban pidana

5 Pangestu, D. R.. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan
Nilai Keadilan Pihak Yang Berperkara (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung , 2024
(Indonesia)).

¢ Ribut Baidi, Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan. (Jakarta: Publica
Indonesia Utama, 2022).hlm.23



dalam sistem hukum Indonesia harus memenubhi tiga unsur pokok, yaitu adanya
perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari
pelaku. Unsur kesalahan menjadi aspek sentral dalam menentukan apakah
seseorang dapat dipidana atau tidak. Seseorang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran
penuh dan ia mampu memahami akibat dari tindakannya. ’

Landasan sosiologis penelitian ini berpijak pada realitas bahwa
peredaran gelap Narkotika, sebagaimana dilakukan Terdakwa EDISON ALSA
di lokasi publik (Alfamart Kampung Negara Batin), merupakan ancaman serius
terhadap stabilitas dan keteraturan sosial di masyarakat Way Kanan. Tindak
pidana yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) mengindikasikan bahwa
Terdakwa bukan sekadar pemakai, melainkan bagian dari jaringan peredaran
gelap yang secara aktif merusak struktur sosial, khususnya generasi muda,
yang merupakan target utama pasar gelap narkotika. Secara sosiologis, lokasi
kejadian yang merupakan fasilitas umum dan waktu kejadian (malam hari)
menunjukkan bahwa kejahatan ini beroperasi secara terorganisir dan berani,
yang pada gilirannya menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman dalam
komunitas, sehingga mengganggu fungsi sosial masyarakat secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini memiliki fungsi sosiologis
untuk memulihkan dan melindungi norma-norma yang telah dilanggar. Ketika
seseorang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan volume yang
signifikan (melebihi 5 gram), sanksi pidana berat yang dijatuhkan harus
berfungsi sebagai pembalasan sosial yang setimpal dan memberikan efek
pencegahan umum (general prevention). Sanksi yang tegas mengirimkan
pesan kuat kepada masyarakat bahwa aktivitas peredaran narkotika tidak
ditoleransi dan akan dihukum berat, sehingga mampu menciptakan kepatuhan
hukum yang didasarkan pada rasa takut akan konsekuensi. Penegakan hukum
yang efektif dan transparan, seperti yang dianalisis dalam studi putusan ini,
sangat vital untuk memperkuat kembali ikatan sosial dan mencegah
disintegrasi komunitas akibat merebaknya kejahatan narkotika. Oleh karena itu,
hukum pidana dilihat sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai
anti-narkotika ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis memandang bahwa
penelitian ini penting dilakukan karena mampu memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan
terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar narkotika golongan I, yakni
kategori tindak pidana yang memiliki dampak paling serius terhadap keamanan

"Hayatuddin. Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application
of Restorative Justice Concept in Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, //(2), 281-312. 2022)
hlm. 285 , https://www.jurnal hukumdanpera dilan.org/jurna lhukumperadilan/a rticle/view/701
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dan ketertiban masyarakat. Peredaran narkotika golongan I tidak hanya
menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, tetapi juga mengancam stabilitas
sosial, kesehatan publik, serta memperkuat jaringan kejahatan yang merusak
generasi muda. Penelitian ini menjadi signifikan karena mengkaji secara
konkret bagaimana pengadilan menilai tindakan pengedar, menafsirkan unsur
pasal dalam Undang-Undang Narkotika, serta menerapkan
pertanggungjawaban pidana melalui analisis putusan. Oleh karena itu,
penelitian ini diangkat dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Pengedar Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN
BBU).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika
golongan 1 berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU?

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor
5/Pid.Sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkotika golongan 1?

Ruang lingkup
Ruang lingkup penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana
terhadap pengedar narkotika golongan 1 (Studi  Putusan Nomor
5/Pid.Sus/2025/PN BBU) mencakup pembahasan mengenai bagaimana bentuk
pertanggungjawaban Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengedar
narkotika yang golongan 1 dianalisis dari sudut pandang hukum, normatif, dan
praktis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana mulai
dari tahap penyidikan hingga penuntutan dan proses pengambilan keputusan
pengadilan dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:
1. Pertanggung jawab pidana terhadap pengedar narkotika golongan 1
berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam  putusan  nomor
5/Pid.Sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkotika golongan 1

Manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu hukum pidana, terutama terkait penerapan hukum
terhadap kasus pengedaran narkotika golongan 1.

2. Manfaat Praktis



Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi
aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa dalam menangani kasus
pengedar narkotika golongan 1 agar penegakan hukumnya tetap seimbang
antara keadilan dan sisi kemanusiaan.

E. Kerangka Konseptual

1.

Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang harus
diterima oleh seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya setelah
terbukti memenuhi unsur kesalahan (schuld).®

Pengedar

Pengedar adalah seseorang yang secara aktif melakukan kegiatan
distribusi, penyaluran, atau peredaran narkotika kepada pihak lain dengan
tujuan untuk digunakan, dijual kembali, ataupun diperluas jaringannya.’
Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan I diartikan sebagai jenis narkotika yang memiliki
potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, kerusakan fisik dan
psikis, serta tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan.'”

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Sebuah tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang

relevan dengan topik ini adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisi uraian
Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan berkaitan dengan
topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh mana kajian
serupa telah dilakukan oleh peneliti lain, metode apa yang digunakan, teori apa
yang dipakai, serta hasil kesimpulan yang diperoleh. Melalui review ini,

peneliti dapat menemukan celah penelitian (research gap), yaitu aspek yang

8 Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. Penerapan pasal 281 kitab undang-undang

hukum pidana tentang perkara asusila yang dilakukan prajurit tni (studi kasus putusan pengadilan
militer i-04 palembang nomor 21-k/pm. [-04/ad/iv/2021). Doctrinal, 7(2), 1-24. 2023 hlm.20,
http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/5978

? Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban

Penyalahgunaan Narkotika,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 2 (2021): 96-116,
https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989.

10 Harimusti, Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Privatum, 2023, hlm 11(5).
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belum dibahas atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu, sehingga
penelitian yang sedang dilakukan memiliki kebaruan (novelty) dan bukan
sekadar pengulangan. Adapun review studi terdahulu yang relevan pada skripsi
ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No. |Judul Persamaan Perbedaan

1 Adhiguna, (2022) | Objek kajian yang | Perbedaannya
Pertanggungjawaban Pidana | berfokus pada | terletak pada kasus
Suap  Terhadap  Tindak | pertanggungjawaban | yang dilakukan yaitu
Pidana Yang Melibatkan | pidana terhadap | pertanggungjawaban
Sektor Swasta.!! pelaku dari sektor | pidana suap dan
Sumber: swasta. Membahas | yang saya teliti
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/ | individu yang | adalah tentang
index.php/Justisia/ bekerja di | pertanggungjawaban
article/view/15200 lingkungan non- | penggunaan

pemerintahan narkotika

2 Hutagalung, Damanik, dan | Dengan Memusatkan

Sibuea (2023) dalam Jurnal | menggunakan perhatian pada

Teknologi Kesehatan dan | pendekatan yuridis | pelaku penyandang
Ilmu  Sosial (Tekesnos) | normatif, para | disabilitas dan
berjudul peneliti menekankan aspek
Pertanggungjawaban menganalisis perlindungan  hak
Pembuktian Pidana terhadap | regulasi yang | dalam  pembuktian
Penyandang Disabilitas | terdapat dalam | pidana, sementara
Pelaku  Tindak  Pidana | Berdasarkan penelitian kamu
Narkotika Sesuai Undang- | ketentuan dalam | berfokus pada
Undang No. 35 Tahun|Undang-Undang pekerja swasta yang
2009.!1 Nomor 35 Tahun | melakukan
Sumber: 2009 mengenai | penyalahgunaan
https://ejournal.sari- Narkotika serta | narkotika di
mutiara.ac.id/ Undang-Undang lingkungan kerja
index.php/tekesnos/ Nomor 8 Tahun | serta bagaimana
article/view/4795 2016 tentang | bentuk tanggung
Penyandang jawab pidana yang
Disabilitas, serta | dikenakan  melalui

! Hutagalung, M., Damanik, M. J., & Sibuea, D. K. Pertanggungjawaban Pembuktian

Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Undang Undang

No.

35 Tahun 2009.Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (TEKESNOS),(2023)

5(2),https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/4795 hlm.328.



berbagai  putusan | analisis putusan
pengadilan terkait. | pengadilan.
Kurniawan (2023) dalam | Penelitian ini juga | Penelitian
disertasinya berjudul Kajian | menguraikan Kurniawan
hukum berjudul Analisis | keterkaitan  antara | memperluas
Yuridis atas | tindak pidana | pemahaman
Pertanggungjawaban Pidana | narkotika dan | terhadap bentuk
dalam Pemufakatan pada | kejahatan pencucian | kejahatan
Tindak Pidana Penjahat | uang sebagai | terorganisir dan
cucian Uang yang | kejahatan ganda | hubungan antar
Bersumber dari Kejahatan | (double crime) yang | tindak pidana,
Narkotika (Studi  Kasus: | saling mendukung | sedangkan
Putusan Nomor | satu  sama lain, | penelitian saya lebih
366/Pid.Sus/2020/PN Smg)'? | sehingga menuntut | fokus pada dimensi
Sumber: sistem  penegakan | individu dan sosial
https://ejournal.warunayama. | hukum yang | dalam dunia kerja.
org/index.php/causa/ komprehensif
article/view/12703/11067

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh data atau informasi secara sistematis
permasalahan yang dikaji. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan
demikian, metode penelitian berperan penting sebagai pedoman dalam
mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh

guna menjawah

sebab itu, pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan.
yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma
hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk
menganalisis kaidah hukum, asas hukum, serta penerapan peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta buku.
Jenis penelitian ini juga bersumber dari bahan kepustakaan atau sumber
buku, karena penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang

12" Kurniawan, O. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan
Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus:
Putusan Nomor 366/Pid. Sus/2020/PN Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang), http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31382



diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur hukum,
peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.
Pendekatan ini  digunakan untuk menelaah bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika golongan 1,
khususnya berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika serta analisi terhadap Putusan Pengadilan Nomor
5/Pid.sus/2025/PN.BBU.
2. Sumber Data
a. Bahan hukum primer
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan
Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber penjelasan dan
interpretasi materi hukum primer. Contohnya adalah rancangan
undang-undang dan hasil penelitian., serta karya ilmiah dari para ahli
hukum. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum
sekunder berupa Literatur atau buku yang berkaitan dengan topik dan
pertanyaan dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan
petunjuk tambahan atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan
sekunder. Contoh bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan
indeks kumulatif. 3
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data ini yang digunakan adalah studi
kepustakaan. Data diperoleh dengan cara menelaah berbagai peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan pengedar narkotika golongan 1,
menggunakan dokumen putusan pengadilan (Nomor
5/Pid.sus/2025/PN.BBU),termasuk Undang-Undang, buku referensi,
jurnal, dan bahan tertulis lain yang mendukung pembahasan penelitian.

4. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif
dengan pengumpulan data dari putusan pengadilan sebagai sumber utama,
kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu,

13 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Ul-
Press, 2021), hlm. 2
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seperti unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, jenis hukuman, serta
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam proses
penarikan kesimpulan, Dalam penelitian ini, digunakan silogisme hukum
dan interpretasi hukum., di mana premis mayor berasal dari norma hukum,
seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
KUHP, sedangkan premis minor berasal dari fakta-fakta yang tercantum
dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.

H. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual,
review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini berisi pembahasan tentang beberapa tinjauan yang
menjadi dasar dalam penelitian yaitu, Tinjauan Pertanggungjawaban
pidana, Pengedar dan Narkotika Golongan 1 yang berdampak pada
keamanan dan kriminalitas seperti peredaran gelap narkotika.

BAB III Pembahasan
Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua pokok permasalahan
utama  yang menjadi fokus penelitian. Mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika golongan
1 berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.sus/2025/PN.BBU. Serta
mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pengedar
narkotika golongan 1 dalam putusan yang sama.
BAB IV Penutup
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sarannya.
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Berisi referensi atau sumber acuan yang digunakan dalam penelitian
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